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ABSTRAK

This research is motivated by the implementation of Electronic Land Certificates as part of
the land service digitalization program at the Bojonegoro Land Office. Although this policy
aims to improve service efficiency, data security, and legal certainty of land rights,
differences in public understanding, trust, service experience, and acceptance of electronic
certificates are still evident. This study aims to analyze public perceptions of the
implementation of Electronic Land Certificates at the Bojonegoro Land Office and to
identify appropriate service strategies to enhance public acceptance of this digital
innovation. This study employs a descriptive qualitative method with data collection
techniques consisting of interviews, observations, and documentation. The analysis was
conducted based on four aspects of public perception, namely public understanding, trust
in the security and legality of electronic certificates, service experience, and public
acceptance of the implementation of Electronic Land Certificates. The results indicate that
public perception of Electronic Land Certificates is generally positive. Most respondents
consider electronic certificates to be more practical, efficient, and secure than conventional
land certificates. However, several challenges remain, including limited digital literacy,
insufficient understanding of the electronic certificate system, and concerns regarding
digital data security. To improve public acceptance, the Bojonegoro Land Office has
implemented various strategies, including continuous socialization and public education,
assistance and guidance for service users, improvements in service quality, and transparent
dissemination of information regarding the security and legal validity of Electronic Land
Certificates. Therefore, appropriate service strategies play an important role in supporting
the successful implementation of Electronic Land Certificates and strengthening public
trust in digital land services.

Keywords: public perception, electronic land certificate, land service digitalization, land
administration services
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era layanan publik yang semakin digital, administrasi pertanahan menjadi
salah satu sektor yang dituntut untuk berubah agar mampu menjawab kebutuhan
transparansi, kecepatan, dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam
konteks tersebut, digitalisasi sistem pertanahan dan reformasi layanan publik menjadi
sangat penting untuk dilakukan (Meiliawati, 2024). Kemajuan teknologi telah
memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari- hari, termasuk
sektor administrasi pertanahan. Transformasi digital yang sedang berlangsung
mengharuskan individu dan organisasi untuk beradaptasi, karena manusia tidak dapat
dilepaskan dari perangkat elektronik, sehingga era digital merupakan administrasi
pertanahan di Indonesia (Sugianto, 2020).

Transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN meliputi pendaftaran tanah,
pengolahan data, sertipikasi, dan penyimpanan warkah dalam format digital. Upaya
modernisasi ini telah diluncurkan sejak sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan
(KKP) pada tahun 2010, yang merupakan pengembangan dari sistem Land Office
Computerization (LOC) yang diterapkan di tahun 1997 (Pandega dkk., 2023).
Penerapan transformasi digital layanan pertanahan diwujudkan melalui kebijakan
penggunaan sertipikat elektronik, yang awalnya diatur dalam Permen ATR/BPN
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Ketentuan tersebut kemudian
dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran tanah (Aditya, 2025). Salah satu
tujuan penting dari proses digitalisasi ini adalah memastikan bahwa seluruh bidang
tanah sudah terdaftar secara elektronik pada tahun 2024. Melalui program pendaftaran
tanah yang dilakukan secara sistematis, ATR/BPN memanfaatkan teknologi modern
untuk pemetaan dan pengukuran tanah, sehingga data yang diperoleh bisa langsung
masuk ke dalam sistem dan diterbitkan menjadi sertipikat elektronik. Mengalihkan

ke dalam bentuk elektronik dengan tetap mempertahankan kekuatan hukum yang sah



telah diizinkan berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi & Informasi Elektronik (UU. ITE).

Pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah merupakan salah satu pilar
penting dalam penegakan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia, sehingga
keberadaan instansi teknis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor
pertanahan kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pelaksanaan sertipikasi atau
penerbitan sertipikat tanah bukan sekadar administratif birokrasi semata, melainkan
juga menyangkut aspek keadilan sosial, kepastian hak kepemilikan, dan pengendalian
konflik agraria di masyarakat yang semakin kompleks. Pelaksanaan pendaftaran hak
atas di Indonesia yang masih mengandalkan dokumen berbasis kertas dan proses
manual menyebabkan kerentanan terhadap kerusakan atau kehilangan arsip, antrean
panjang dalam pengurusan, serta risiko tumpang tindih hak yang akhirnya
memperbesar potensi sengketa dan konflik lahan antarwarga maupun pihak
korporasi. Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi mulai
diupayakan sebagai respons strategis untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan
tersebut dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam
layanan pertanahan (Manthovani & Istiqomah, 2021).

Penerapan sertipikat elektronik dipandang sebagai solusi komprehensif terhadap
berbagai persoalan klasik dalam administrasi pertanahan seperti kehilangan
dokumen, pemalsuan, dan lambatnya proses administrasi pertanahan yang sering
menimbulkan keluhan masyarakat. Meskipun penerbitan sertipikat elektronik
memberikan berbagai keuntungan masih ada kekhawatiran mengenai keamanan data
serta keaslian dokumen elektronik tersebut (Adinegoro, 2023). Dengan integrasi basis
data dan tanda tangan elektronik, proses pendaftaran dan verifikasi dapat dipercepat
serta diawasi secara lebih sistematis. Namun, transformasi ini bukan semata teknis
tetapi juga menuntut penyesuaian regulasi, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan
sosial dari masyarakat pengguna layanan (Dewi & Susantio, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manfaat sertipikat elektronik
mencakup peningkatan kepastian hukum, pengurangan risiko mafia tanah, dan
efisiensi waktu pelayanan. Di sisi lain, penelitian juga menyoroti tantangan
implementasi seperti kebutuhan sosialisasi, literasi digital masyarakat terutama di
kalangan lansia dan masyarakat pedesaan, interoperabilitas data antar sistem

pemerintahan, ketersediaan infrastruktur internet yang memadai, serta kapasitas
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sumber daya manusia di kantor pertanahan. Persepsi masyarakat terhadap inovasi ini
menjadi indikator krusial keberhasilan implementasi di tingkat daerah (Dewi &
Susantio, 2024). Oleh sebab itu, persepsi masyarakat terhadap inovasi tersebut
menjadi indikator krusial keberhasilan implementasi kebijakan dan menjadi dasar
untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Persepsi masyarakat terhadap layanan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti pengalaman layanan sebelumnya, keterbukaan dan aksesibilitas informasi
mengenai prosedur layanan, kemudahan akses teknologi dan infrastruktur
pendukung, literasi digital masyarakat dan teknologi yang dimiliki serta kepercayaan
terhadap kantor pertanahan. Dalam konteks layanan pertanahan, masyarakat yang
belum terbiasa dengan layanan digital atau yang mungkin berada di wilayah dengan
akses internet terbatas mungkin banyak yang masih merasa ragu terhadap keamanan
sertipikat elektronik maupun mekanisme pengamannya yang berbasis teknologi.
Sementara pengguna yang lebih melek teknologi, terutama generasi muda dan
masyarakat  urban, cenderung melihatnya sebagai kemajuan positif yang
memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam pengurusan dokumen
pertanahan. Untuk itu, memahami cakupan persepsi ini penting untuk merancang
strategi sosialisasi dan layanan yang responsif (Elora, 2024).

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebagai salah satu wilayah yang turut
menjalankan program digitalisasi menunjukkan perkembangan signifikan penerbitan
sertipikat elektronik melalui program-program seperti PTSL, program legalisasi aset,
serta berbagai inisiatif lokal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam
upaya mempercepat pendaftaran tanah. Berbagai laporan data administratif dan
pemberitaan media lokal menunjukkan adanya peningkatan jumlah sertipikat
elektronik yang diterbitkan dari tahun ke tahun, namun pemahaman masyarakat
tentang aspek hukum, teknis, keamanan, dan prosedur dari penggunaan sertipikat
elektronik masih berbeda-beda antarwilayah dan kelompok masyarakat. Maka,
penelitian fokus pada persepsi masyarakat Kabupaten Bojonegoro menjadi relevan
untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan (Suara Bojonegoro, 2024).

Penerapan sertipikat elektronik sebagai bagian dari digitalisasi layanan
pertanahan merupakan kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka meningkatkan

kepastian hukum, efisiensi pelayanan, serta tertib administrasi pertanahan. Meskipun
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kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, namun masih mengalami berbagai dinamika dan
tantangan dalam implementasi pada Kantor Pertanahan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan, terdapat indikasi bahwa pemahaman
dan penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik masih belum sepenuhnya
merata. Sementara, sisanya menunjukkan sikap ragu terhadap aspek keamanan data
dan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.
Perbedaan persepsi tersebut berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat
terhadap layanan pertanahan berbasis elektronik serta efektivitas pelaksanaan
kebijakan digitalisasi pertanahan secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan latar
belakang sosial, tingkat pendidikan, literasi digital, serta pengalaman masyarakat
dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pertanahan juga turut mempengaruhi
terhadap terbentuknya cara pandang masyarakat mengenai penerapan sertipikat tanah
elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sertipikat elektronik cenderung
menitikberatkan pada aspek yuridis dan normatif, seperti kedudukan sertipikat
elektronik sebagai alat bukti dan kepastian hukumnya. Sementara itu, kajian yang
menggali persepsi masyarakat secara empiris, khususnya pada kantor pertanahan
masih relatif terbatas. Akan tetapi, persepsi masyarakat merupakan indikator penting
dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis
digital serta menjadi dasar evaluasi dan perumusan strategi perbaikan kebijakan
secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengangkat judul “ Persepsi
Masyarakat Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bojonegoro” yang berfokus pada analisis mendalam mengenai
pemahaman, pengalaman layanan, kepercayaan, dan sikap penerimaan masyarakat
terhadap penerapan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai respon
masyarakat terhadap kebijakan sertipikat elektronik serta menjadi dasar penyusunan
strategi pelayanan untuk meningkatkan penerimaan layanan pertanahan berbasis

digital yang lebih efektif, responsif dan berkelanjutan.



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ?
Bagaimana strategi pelayanan yang diterapkan agar dapat meningkatkan

penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai penerapan pelaksanaan

sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

b. Menganalisis strategi pelayanan dalam meningkatkan penerimaan sertipikat

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi kesempatan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap
penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bojonegoro.

Bagi Masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai
sertipikat elektronik agar mereka lebih siap menerima serta memanfaatkan
layanan tersebut secara optimal.

Bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan, sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan layanan sertipikat elektronik dan dasar penyusunan

program sosialisasi serta peningkatan kualitas pelayanan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Persepsi Masyarakat Ter-
hadap Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai
berikut :
1. Pemahaman
Secara umum pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik
masih beragam namun, menunjukkan kecenderungan positif. Hal tersebut dapat
dilihat dari hasil wawancara terhadap 15 orang informan pemohon yang
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami konsep sertipikat
elektronik sebagai bentuk digital dari sertipikat tanah yang memberikan kemudahan
akses dan efisiensi pelayanan. Masyarakat mulai memahami bahwa sertipikat
elektronik memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama atau setara dengan
sertipikat analog. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya
kelompok lansia dan pedesaan cenderung memiliki literasi digital yang rendah,
serta belum memahami secara keseluruhan mengenai sertipikat elektronik. Temuan
tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pelaksana 3 orang informan dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bahwa pemahaman
masyarakat terhadap layanan sertipikat elektronik masih perlu ditingkatkan melalui
sosialisasi dan edukasi yang lebih merata.
2. Kepercayaan
Sebagian masyarakat sudah percaya bahwa sertipikat elektronik memiliki
keamanan dan kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat analog karena
dilengkapi sistem keamanan digital seperti tanda tangan elektronik dan QR code.
Namun, masih terdapat masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap
keamanan data, risiko kehilangan dokumen digital, kemungkinan penyalahgunaan
sistem elektronik.
3. Pengalaman Layanan
Sebagian besar informan menilai bahwa pelayanan sertipikat elektronik

lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan sertipikat analog. Meskipun
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ada beberapa masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami alur dan
prosedur pelayanan maupun penggunaan teknologi digital.

4. Sikap Penerimaan

Masyarakat menerima penerapan sertipikat elektronik karena dianggap
memberikan kemudahan, efisiensi waktu dan biaya pelayanan pertanahan.
Meskipun ada beberapa orang yang menunjukkan sikap pasrah terhadap kebijakan
yang berlaku di kantor pertanahan dan berusaha belajar menghadapi perubahan
menuju sistem digital.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat dan pelaksana pelayanan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, strategi pelayanan yang diterapkan untuk
meningkatkan penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bojonegoro dilakukan dengan cara pendekatan persuasif, melalui beberapa langkah
yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tepat sasaran,
memberikan penjelasan mengenai keamanan dan keabsahan sertipikat elektronik
secara transparan, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan loket,
pendampingan khusus, peningkatan sarana dan prasarana, serta menerapkan sistem
pelayanan ramah. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan
pemahaman, kepercayaan, pengalaman layanan, serta sikap penerimaan masyarakat
terhadap penerimaan sertipikat elektronik secara berkelanjutan.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang
diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih meningkatkan
kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai sertipikat elektronik terutama keamanan
dan keabsahan data secara intensif dan berkelanjutan, khususnya kepada wilayah
pedesaan dan masyarakat yang memiliki literasi digital rendah guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas pelayanan digital
dengan menyediakan pendamping khusus bagi masyarakat yang mengalami
kesulitan serta menjamin stabilitas sistem informasi pertanahan agar tidak terjadi
kendala teknis saat masyarakat mengakses data.

2. Bagi masyarakat diharapkan cepat beradaptasi dengan perubahan digital, lebih aktif
mencari informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai sertipikat elektronik

serta tidak ragu untuk berkonsultasi secara langsung maupun via online kepada
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Kantor Pertanahan untuk menghindari informasi yang keliru (hoax) .

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan
metode pengumpulan data tidak hanya teknik dokumentasi, observasi, wawancara
tetapi secara kuantitatif misalnya menyebarkan kuisioner atau angket sehingga
dapat  mengukur secara statistik faktor-faktor apa saja yang signifikan
memengaruhi pemahaman, pengalaman pelayanan, kepercayaan serta sikap

penerimaan sertipikat elektronik.
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